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di Jawa yang dipandang sebagai
penghambat kemajuan perempuan. Dia
ingin wanita memiliki kebebasan
menuntut ilmu dan belajar. Kartini
menulis ide dan cita-citanya,

seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-
onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-
werkzaamheid dan juga Solidariteit.
Semua itu atas dasar Religieusiteit,
Wijsheid en Schoonheid (yaitu
Ketuhanan, Kebijaksanaan dan
Keindahan), ditambah dengan
Humanitarianisme (peri kemanusiaan)
dan Nasionalisme (cinta tanah air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya
untuk memperoleh pertolongan dari luar.
Pada perkenalan dengan Estelle "Stella"
Zeehandelaar, Kartini mengungkap
keinginan untuk menjadi seperti kaum
muda Eropa. la menggambarkan
penderitaan perempuan Jawa akibat
kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas
duduk di bangku sekolah, harus dipingit,
dinikahkan dengan laki-laki yang tak
dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang
diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya
adalah kritik terhadap agamanya. la
mempertanyakan mengapa kitab suci
harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa
diwajibkan untuk dipahami, dan betapa
agama dijadikan pembenaran bagi kaum
laki-laki untuk berpoligami. Baginya,
lengkap sudah penderitaan perempuan
Jawa yang dunianya hanya sebatas
tembok rumah dan tersedia untuk dimadu
pula.

Surat-surat Kartini banyak mengungkap
tentang kendala-kendala yang harus
dihadapi ketika bercita-cita menjadi
perempuan Jawa yang lebih maju. Meski

@

memiliki seorang ayah yang tergolong
maju karena telah menyekolahkan anak-
anak perempuannya meski hanya sampai
umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke
sana tertutup.

Kemudian, pada pertengahan tahun 1903
saat berusia sekitar 24 tahun, niatan
untuk melanjutkan studi menjadi guru di
Betawi pupus karena akan menikah.
Padahal saat itu pihak departemen
pengajaran Belanda sudah membuka
pintu kesempatan bagi Kartini untuk
belajar di Betawi.

Pada saat menjelang pernikahan,
terdapat perubahan penilaian Kartini soal
adat Jawa. la menjadi lebih toleran. la
menganggap pernikahan akan membawa
keuntungan tersendiri dalam mewujudkan
keinginan mendirikan sekolah bagi para
perempuan bumiputra kala itu. Dalam
surat-suratnya, Kartini menyebutkan
bahwa sang suami tidak hanya
mendukung keinginannya untuk
mengembangkan ukiran Jepara dan
sekolah bagi perempuan bumiputra saja,
tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat
menulis sebuah buku.

Habis Gelap Terbitlah Terang adalah
bukunya yang terkenal. Pada 1922, oleh
Empat Saudara, Door Duisternis Tot Licht
disajikan dalam bahasa Melayu dengan
judul Habis Gelap Terbitlah Terang;
Boeah Pikiran. Buku ini diterbitkan oleh
Balai Pustaka. Armijn Pane, salah
seorang sastrawan pelopor Pujangga
Baru, tercatat sebagai salah seorang
penerjemah surat-surat Kartini ke dalam
Habis Gelap Terbitlah Terang.



















Ikhsan menjelaskan cicilannya hampir
Rp 50 triliun per tahun. Sementara
hutang baru hanya sekitar Rp 20-Rp
30 triliun. Sejak 2004, Departemen
Keuangan telah mengurangi sumber
pembiayaan APBN dari hutang luar
negeri. Sejak dua tahun lalu, wacana
pembubaran forum CGI telah
dipertimbangkan. Karena peran CGI
yang hanya mengoordinasikan negara
donor, selama ini tak efektif.

Akhiri CGI

Pasca pernyataan Presiden tersebut
dukungan dan harapan bermunculan.
Optimisme yang muncul ialah langkah
Indonesia lepas dari CGI harus betul-
betul direalisasikan, dan bukan
sekadar wacana. Jika lepas dari CGl,
Indonesia dapat meniadakan kartel
hutang yang selama ini didominasi
sejumlah negara yang memililki
agenda tertentu.

Pembubaran CGI diharapkan menjadi
langkah sangat strategis untuk
membangun kemandirian Indonesia.
Hal ini juga menaikkan posisi tawar
dalam percaturan politik dan ekonomi
global. Karena selama ini,
kondisionalitas yang menyertai
hutang-hutang yang diberikan melalui
CGl tersebut, pada taraf tertentu telah
melukai Indonesia sebagai negara
berdaulat. Hutang yang diberikan CGl
kepada Indonesia selalu penuh
dengan syarat-syarat yang lebih
menguntungkan negara-negara donor
ketimbang Indonesia. Sementara
sampai saat ini, negara dibebani
membayar kembali cicilan pokok dan
bunga hutang. Hal ini menyedot
sebagian besar APBN setiap tahun.

Terbukti secara kuat bahwa CGl tidak

pernah menguntungkan Indonesia.
Posisi tawar Indonesia lemah bila

@ penyelesaian hutang dilakukan

melalui forum tersebut. CGl selama
ini tidak lebih sebagai forum
membagi-bagi hutang baru untuk
Indonesia, alih-alih sebagai forum lobi
untuk menyelesaikan beban hutang.
Bahkan selama ini sejumlah negara
anggota CGI, namun bukan pendonor
Indonesia, sering menggunakan forum
CGl untuk menekan dan
menyampaikan keluhan yang kadang
tidak relevan dengan tujuan forum
konsultasi. Di era globalisasi dan
liberalisasi semacam ini, memang
setiap aliran hutang dari lembaga
keuangan semacam CGI maupun
lembaga-lembaga donor lainnya
adalah sesuatu yang wajar. Pendonor
sering meminjamkan concessional
soft loan dengan porsi yang sudah
ditentukan tetapi dengan persyaratan
yang mudah. Masing-masing lembaga
tersebut mempunyai metode dan
kajian tersendiri dalam standar
kelayakan kemampuan bayar kembali,
misalnya dengan analisis
makroekonomi seperti pest analysis
(political, economic, social,
technology). Seringkali, pinjaman
tersebut harus disertai peningkatan
peringkat (standard and poors) dari
kondisi negara yang bersangkutan
dan disertai kepentingan politik di
dalamnya. Lembaga donor pun
menginginkan kompensasi dan
kontraprestasi lain dari pemerintah.

Sebelum pinjaman dicairkan, lembaga
donor terlebih dahulu membuat
rencana strategis pembangunan.
Isinya adalah rencana pembangunan
yang komprehensif lengkap dengan
tujuan dan hal yang ingin dicapai.
Rencana tersebut didiskusikan kedua
belah pihak antara lembaga donor
dengan pemerintah negara yang
bersangkutan. Lembaga donor akan
memberikan bantuan (assistance)
berbentuk /oan atau grant yang
nantinya akan ditetapkan dalam
komitmen APBN.




ada persiapan proyek, evaluasi
penilaian kelayakan hingga negosiasi
hutang, ada kecenderungan staf

lembaga donor memaksakan agar /oan
tersebut bisa diwujudkan. Padahal
kesiapan maupun kelayakannya tidak
memenuhi persyaratan. Akibatnya,
ketika loan agreement ditandatangani,
perhitungan biaya pinjaman pun
dimulai. Di titik inilah masalah-masalah
muncul seperti penyerapan pinjaman
yang tidak optimal dan biaya komitmen
harus ditanggung
pemerintah.Dampaknya, pinjaman
tidak terkelola saat memasuki tahap
implementasi, penggunaannya menjadi
sia-sia dan pemerintah menanggung
beban biaya, bunga, dan hutang pokok
yang begitu tinggi. Akan tetapi, laporan
dari konsultan selalu dinyatakan baik
walaupun penyelesaian proyek secara
apapun tidak memuaskan. Kondisi
buruk ini menggerakkan lembaga
donor mengusulkan adanya policy
matrix yang harus dipenuhi
pemerintah, seperti misalnya melalui
penerbitan UU atau PP yang
mendukung. Tentu policy matrix
tersebut sangat politis. Pinjaman akan
sangat berbahaya jika pengelolaannya
tidak dijalankan dengan baik (baca:
default).

Jika terjadi default, lembaga donor
kemudian akan memberikan pilihan-
pilihan khusus yang disebut letter of
intent (Lol), policy matrix, dan berbagai
pilihan buruk dari dampak pinjaman
yang sebenarnya tidak perlu dan tidak
dikelola dengan baik. Privatisasi yang
terjadi dan dikecam banyak kalangan
pada tahun 1999 merupakan contoh
pilihan buruk itu sebagaimana pernah
diberikan IMF. Jika hal semacam ini
berlangsung terus menerus tanpa ada
perbaikan dan peningkatan terhadap
kesejahteraan rakyat, maka generasi
penerus negeri ini ibratnya: membayar
sewa hanya untuk tinggal di tanah

airnya sendiri.
Akhiri Mental Korup

Nuansa politis yang menyertai setiap
kucuran hutang sungguh sangat
menekan kedaulatan. Tekanan politis,
kompensasi dan kontraprestasi lain
dari pemerintah, pemaksaan
perwujudan /oan atau grant,
penyerapan pinjaman yang tidak
optimal, biaya komitmen pemerintah
berikut tanggungan beban biaya,
bunga, dan hutang pokok yang begitu
tinggi, policy matrix yang sangat politis
hingga privatisasi yang mencekik,
menjadi fakta pendukung bagi
pemerintah dengan tegas mengakhiri
hubungan dengan CGI. Terbukti
hutang menjadi instrumen
imperialisme gaya baru. Selain
menguatnya intervensi asing terhadap
kebijakan dalam negeri, privatisasi dan
divestasi aset-aset potensial bangsa,
telah menjadi celah memperkokoh
dominasi asing di Indonesia.

Meskipun Menteri Koordinator
Perekonomian, Boediono menegaskan
bahwa pembayaran Indonesia masih
bagus dan tidak ada rencana pinjam
lagi, kenyataannya Indonesia niscaya
menghutang kepada lembaga dan
negara tertentu dengan mengandalkan
pendekatan bilateral. Ibarat lepas dari
mulut CGl, tetapi belum bisa lepas dari
lembaga keuangan dan negara lain.
Walaupun sebagai peghiburan Menteri
Keuangan Sri Mulyani menyebutkan
tiga kreditor besar yang dianggap
penting perannya, yakni Bank Dunia,
ADB, dan Jepang kerjasamanya
selama ini dirasakan lebih cocok dan
sesuai. Pola bilateral membuat posisi
tawar Indonesia menjadi lebih tinggi.
Apalagi, sumber pembiayaan
pemerintah untuk menutup defisit
APBN kian terdiversifikasi, sehingga
APBN tidak lagi tergantung pada
hutang luar negeri.
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